BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

"

BUPATI JEMBER,

L~

Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan kef;entuaq Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Nege‘g,a'da ¢fbr asi Birpkrasi Republik— )

Indonesia Nomor 7 Tahu 2022 te}l g Slsttejn Keijz# ada Insfanm
Pemerintah un}? d Em :f ‘a dan Pasﬁr 6 huruf a

Peraturan Dacr P J«F*.iﬁun 2022 tentang
erubalﬁn’ eratu ;Daer Nomﬂi' 3 Tahun 2016 tentang
Peme {8 l{a |Sufsu}nF1 Per/angkat Daerah, perlu menetapkan

ﬁ?erqtu an Bugqt Jembcr tentang Kedudukan, Susunan

Orgamsasl ’I*ugasdan ‘Fungsn Serta Tata Kerja Badan Perencanaan

f 'daﬁ; Pemba,ngﬁlan Daerah Kabupaten Jember dengan

mﬁ:ng{mp{/ mentasikan penyesuaian struktur Organisasi Perangkat

____DaErah dalam rangka penyederhanaan birokrasi;

~b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja
Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubzhan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahian
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republi dohesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah bebe apa ir dengan
UndangUndang Nomor 9 Tahun 7 bahan Kedua
atas Undang—Undang Nomg §: Pemerintahd

Daerah (Lembaran : < 015 Nomor
58, Tambaha hdenesra Nomor 5679);

PeraturarrReine z 016 tentang Perangkat
4 - donesia Tahun 2016 Nomor

yah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
) 19ltentarig Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

/



Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021
tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi ~Pénunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita—K a Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

11, 018 tentan

.

iNomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
meérintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Sl

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Jember.
Bupati adalah Bupati Jember.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

Fungsional pada instansi pemerintah.

ana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
ah UPTD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember.

.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan

Perencanaan dan Pembangunan  Daerah  Kabupaten
Jember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan Kabupaten Jember untuk periode 1 (satu) tahun.




BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi

kewenangan daerah Kabupaten.
(4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Kkebijakan daerah di bidang Pe

Penelitian dan Pengembangan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah
Penelitian dan Pengembangan;
pelaksanaan evalua81

sficanaan,

agian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3
Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
a. Sekretariat terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Pereckonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional,

¢. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional;

e. Bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan
daerah, penelitian dan pengembangan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a, mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan kerangka regulasi dalam  perencanaan
pembangunan daerah pada Badan;
b. pengkoordinasian kegiatan di  bidang canaan
pembangunan daerah;

c. pengkoordinasian pemantauan, eval , pengendaliaan dan
penilaian atas capaian pelak enc pembangunan
daerah serta kinerja pe ﬁ S likk negara,

d. pembinaan dan i adminis yang
meliputi tatau ; keuangan,
ke ptanggaan, a, masyarakat, arsip

doliuBentatilB
pemnibinaa ai penata; anisasi dan tata laksana;
penyele /a}a) elolaan barang milik/kekayaan negara
n figadaan barang/jasa di lingkup Badan;
pgng inasian dan penyusunan rencana, program dan

ggaran di Badan;
. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan
kearsipan Badan;

c. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas,
penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan di lingkungan
Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya,;

d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;



Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai

menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan
di lingkungan Badan,;

menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor ;

melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah;

melaksanakan pengusulan seluruh rencana  kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya,

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 6
dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mem fas:
a. penyusunan
D
b.
C. a sistem informasi
] : pengkoordinasian penyusunan
a ki e%a ;{KOKAfl/penyelenggaraan pemerintahan dan
AI er gurigjiawaban PD; sesuai peraturan perundang-
undapga g berlaku;

(1)

dordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian
inerja lingkup dinas;

menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanan tugas.

Bagian Kedua

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 7
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi
merumuskan Kkebijakan pemerintah daerah, melaksanakan,
mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan pelaksanaan
Corporate Social Responsibility (CSR) serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
meliputi:

a. Koordinasi Pelaksanaan  Sinergitas dan  Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam;

b. pengkoordinasiaan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

c. pengkoordinasiaan penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

d. pengkoordinasiaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

e. pengkoordinasiaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah kabupaten/kota bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam;

f. pengkoordinasiaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan
kabupaten/kota bidang Perekonomian dan Sumbér Daya Alam;

g. pengkoordinasiaan dukungan pelaks ¢giatan pusat
untuk prioritas nasional bidan :
Daya Alam;

h. pengkoordinasiaan
kerjasama a acr;

ber Daya Alam;
. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam,;
pengkoordinasian dan fasilitasi kemitraan pemerintah dengan
swasta dalam pelaksanaan CSR;

m. pengkoordinasiaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam; dan

n. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian
kinerja bidang.

L

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pasal 8
(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas
merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan,



(2)

mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi

perencanaan pembangunan dalam bidang pemerintahan dan

pembangunan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai

fungsi meliputi:

a. koordinasi  Pelaksanaan  Sinergitas dan  Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

b. pengkoordinasiaan  penyusunan dokumen = perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

c. pengkoordinasiaan penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

d. pengkoordinasiaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

e. pengkoordinasiaan sinergitas dan harmonisasi egiatan
perangkat daerah kabupaten/kota bidang Penférintahan dan
Pembangunan Manusia;

f. pengkoordinasiaan pelaksana
kegiatan Kementerian/Le
bidang Pemerintah F'zg

g. pengkoordinasi duku

untuk | nasian.
T;{gh usia:

monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan

angunan daerah di bidang pemerintahan dan

pembangunan manusia;

j. pengkoordinasiaan pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah kabupaten/kota bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia.

k. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

1. pengkoordinasiaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

m. mengevaluasi pelaksanaan Program SDG’s atau Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan; dan

n.penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
kinerja bidang.

kesepakatan  bersama
bidang Pemerintahan dan




10

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Pasal 9

(1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan
kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan
bidang infrastruktur dan kewilayahan serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi meliputi:

a.

koordinasi Pelaksanaan  Sinergitas dan  Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;

pengkoordinasiaan penyusunan dokumen  perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)} bidarig
Infrastruktur dan Kewilayahan;
pengkoordinasiaan penyusunan Rencana S
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Infrastruktur dan Kewilayahan;
pengkoordinasiaan pelaksa
dan RKPD) bidang In
pengkoordinasi

PJPD, RPJMD
hdrintohisasi  kegiatan
¢ Infrastruktur dan
ndan sinergitas dan harmonisasi
menterian/Lembaga di provinsi dan
otabidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
gkGordinasiaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat
ntk prioritas nasional bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
pengkoordinasiaan  pelaksanaan  kesepakatan  bersama
kerjasama antar daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan
pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
pengkoordinasiaan pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah kabupaten/kota bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;
pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan
pengkoordinasiaan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, RPUMD dan RKPD
bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
kinerja bidang.




11

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Pasal 10
(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

a. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, melaksanakan,
mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
perencanaan pembangunan daerah;

b. melakukan proses inventarisasi, identifikasi, analisa data dan
informasi hasil perencanaan pembangunan daerah;

c. melaksanakan Kkebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara
menyeluruh  dan  berkelanjutan, dan  melaksanakan
penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan
perencanaan pembangunan daerah di segala bidan idupan
yang berpedoman pada nilai Pancasila; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yan be

Badan.
(2) Untuk menyelenggarakan ¢Ba

(1), Bidang Perenca e -ﬁali , [Bval

Daerah, Penelitiari.d [/Pe € gr n

a. mel 3 analisa ul. 13 perencanaan dan

=5 ¢ ﬂﬁ' 1 ‘bi bl

k isa ajian kewilayahan;
k e ptilan dan analisasi data dan informasi
d ntuk perencanaan pembangunan daerah;

egrasian dan harmonisasi program-program
bangunan di daerah,;

perumusan kebijakan penyusunan perencanaan,
pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan
kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;

g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan
daerah;

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan
tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan
daerah;

i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan  daerah
berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan
pembangunan;



menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan
daerah;

melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan
elektronik sebagai bahan dokumentasi;

penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;

pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah;

pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD);

pengkoordinasiaan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan/_
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta
invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat,_fuﬁési dan
kedudukan ilmu pengetahuan dan teknolo i dx erah sebagai

landasan dalam perencanaan pemb e ah di segala
bidang kehidupan yang bf:r1:><‘:<:l(;1'rra£gr1 é‘ rplél casila; L

penyusunan perencanaan; prcrgr:am, anggaran, kelembag
dan sumber daya ,peru:l n, pengembangan pengkajta’n dan

penerapan,/ae/ lrw 1n9va$1 “d,t -daerah yang
berpeder an/| ada n l iP as il

" rdm L aan kebijakan di bidang
, _ f} a;% eﬂa ma pernbangunan ilmu pengetahuan
b ] tekj:alfiém serj;a “kemitraan penelitian, pengembangan,

pengkajiz n, dan f)enerapan serta invensi dan inovasi di daerah;

I' I". | pemberian bxmbmgan teknis dan supervisi di bidang riset dan

’ inevasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan,
penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan
inovasi daerah;

. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan
pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi
di daerah;

koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian,
dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya
di daerah; dan

koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
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BAB IV
UPTD
Pasal 11

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
UPTD.

(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan
fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12
(1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan
pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlis dan

keterampilan tertentu.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

d dalam ayat
esual dengan
bidang keahlian dan ketergmgpilafl,yqng pangkatannya sesus

(3) Jumlah Kelompok . jal {sebagaimdana dimaksud

pada ayat {3 di : : 2 cebutfuhan yang didasari
ata aE isjs jak h [ds bebpd 1a: .

Ay gas, 2 elompok Jabatan Fungsional
gbagai hada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
Ners ; dafig-undangan yang mengatur jabatan fungsional

asifig-masing.

Pasal 13

(1} Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan fungsional.

(2} Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan
dan Kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 huruf a yang ditugaskan oleh pimpinan unit
organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
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(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V1
TATA KERJA
Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah
serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
pokoknya masing- masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan-sgar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi edawab memimpin
dan mengkoordinasi bawaha an| memberikat
bimbingan serta petunitik bagi pelaksanaarny’ tigas hawahearinya.

(4) Setiap pemimpir 2£: ; ] =hgiledtidan mematuhi
petunjuk-danberta j4 da\atdsarinya masing-masing

serta meny “: -

ApPpr <Ryl =

rya wdj iolalrdan dipergunakan sebagai bahan untuk

dpada bawdhannya.

Dalari” menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
embusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 15

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 16
(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan
Administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IlIb atau Jabatan
Administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon
IV a atau merupakan Jabatan Pengawas.
(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IVb
atau merupakan Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada-tampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

“KA

(1)

(2)

éngisian jabatan dengan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai
ketentuan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember
Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor
109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2% ¥Febvuvary 2023

BUPATI JEMBER,
ttd

Diundangkan di Jember
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